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MOTTO  

 

اوُسْعَهَااإلَِاانفَْسًااٱلَلُّاايكَُلِّفاُالَا   

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. 

 

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” 

Imam Syafii 

 

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena 

tidak ada orang yang membantumu jika kamu tidak berusaha” 

Roronoa Zoro 

 

Berusahalah semaksimal mungkin karena tidak ada yang namanya kesuksesan 

tanpa sebuah usaha  
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ABSTRAK 

 

Amir Hasan Batubara (2025):  Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat 

Wajibah Dalam Kitab Al Muhalla 

 

 Menurut Ibnu Hazm, wasiat wajibah merupakan wasiat yang wajib 

dilaksanakan bagi setiap muslim yang memiliki harta terhadap kerabat yang tidak 

berhak menerima warisan dikarenakan terhalang atau tidak termasuk dalam 

kelompok ahli waris. Ibnu hazm berpendapat bahwa wasiat ini bersifat wajib 

berdasarkan kepada al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 180. Tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang 

wasiat wajibah, istinbath hukum yang diterapkan Ibnu Hazm, serta implikasi 

pemikiran beliau terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian pustaka (library research) yang merujuk berbagai literatur yang 

berkenaan dengan pembahasan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini 

yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah karya yang 

ditulis oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm, Al-Muhalla. 
Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang didapat dari karya-karya Ibnu 

Hazm dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data tersier adalah literatur-

literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif 

kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan 

diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan 

jelas.  Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: Ibnu Hazm 

mewajibkan wasiat bagi kerabat yang tidak mendapat warisan karena halangan 

tertentu, selama tidak melebihi sepertiga harta. Ia menggali hukum hanya dari Al-

Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟, tanpa menggunakan qiyas atau istihsan. Konsep 

wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm berbeda dengan Hukum Islam di Indonesia 

yang memberikannya kepada anak dan orang tua angkat. Namun, gagasan Ibnu 

Hazm tetap memengaruhi hukum positif Indonesia dalam menjamin keadilan bagi 

pihak yang tidak mendapatkan warisan. 

Kata Kunci: Al-Muhalla, Pemikiran, Wasiat wajibah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan 

merupakan salah satu dari yang disukai manusia, sehingga mungkin terjadinya 

perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan 

dapat dijauhi dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa di artikan pesan 

atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. 

Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia 

disebut wasiat.
1
 

Dalam wasiat ada juga yang namanya wasiat wajibah, yaitu wasiat 

yang biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris. Wasiat wajibah 

juga merupakan wasiat yang di wajibkan setiap muslim untuk memberi bagian 

dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya 

mendapatkan bagiannya dari harta pewaris tetapi karena ada suatu hal maka ia 

tidak dapat masuk menjadi ahli waris, baik karena ia bukan termasuk 

golongan ahli waris atau karena terhalang oleh ahli waris. 

Wasiat wajibah terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah. Secara 

bahasa kata “wasiat” berarti berpesan, menetapkan, memerintah. Secara 

terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa 

benda, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, setelah 

orang yang berwasiat meninggal dunia. Sedangkan “wajibah” berarti suatu 

                                                           
1
 Budjono Eko, Wasiat Wajibah menurut berbagai referensi hukum islam dan 

Aplikasinya di Indonesia. Mimbar hukum N63. 2004. 
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perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila di 

tinggalkan maka berdosa.
2
 

Jika kata wasiat dihubungkan dengan kata wajibah menjadi “wasiat 

wajibah” maka pengertiannya adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim 

atau orang yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal 

dunia, agar diambil atau diberikan sebagian hak atau benda peninggalannya 

untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu juga. 

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai wasiat yang 

pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau 

kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat harus dilakukan melalui di 

ucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki 

oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak 

memerlukan bukti wasiat tersebut, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada 

alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus 

dilaksanakan.
3
 

 Dasar hukum wasiat banyak dijumpai didalam ayat alqur‟an dan 

hadist Rasulullah, yang memberikan pengertian sebagai suatu kewajiban bagi 

seseorang untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada saudaranya 

atau orang lain yang sudah berjasa kepadanya, sedang saudara atau orang 

tersebut tidak masuk dalam bagian dari pembagian harta warisan.
4
 

                                                           
2
 Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam” 

(Cet. I;Jakarta; Balai Pustaka, 1988).,h. 1006. 
3
 Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163. 

4
 A. Assad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Cet, I; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130 
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Maka dalam diskursus diatas diaturlah wasiat yang memberikan 

legalisasi kepada pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda 

yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan 

secara sukarela sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan hidup yang 

adil bagi manusia. 

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa‟id ibn Hazm 

ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abû Sufyan ibn Yazid.
5
 Ibn Hazm lahir di Cordova, 

rabu 30 Ramadhan 384 H/7 November, 994 M, adalah salah seorang putra dari 

menteri di bawah pemerintahan Al-Mansyur bin Abu Amir. Ibn Hazm tumbuh 

berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan, dan kemewahan, sebuah 

kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para menteri dan para penguasa 

yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan harta benda. 

Dari segi keilmuan Ibn Hazm dikenal dengan keilmuan yang 

mendalam dan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-

tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia 

menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya 

yang membuat kagum para tokoh dan dipuji.
6
 

Pada hakikatnya memberi wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, 

yakni suatu tindakan yang dilakukan dengan kemauan sendiri dalam keadaan 

bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah 

membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama 

                                                           
5
 Muhammad Abû  Zahrah, Ibn Hazm, Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiqhu (Dar al 

Fikr al Arabi,ttp), h.22 
6
 Mahmud Ali Himayah “Ibnu Hazm : Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-

Agama” (Cet.I; Jakarta: Lentera, 2001)., h. 55 
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berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, hanya 

berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.
7
 Oleh karena masalah 

wasiat juga tergolong masalah warisan maka seseorang tidak diperkenankan 

untuk berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjaga kemaslahatan para ahli waris dan saudara yang di tinggalkan. 

Kewajiban wasiat ini bersifat ta‟abbudi dan tidak qada‟i. maksudnya 

orang tersebut akan berdosa kalua tidak mengerjakannya, namun pengadilan 

atau keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk “mewasiatkan” 

pelaksanaannya sekiranya tidak di ucapkan. 

Sedangkan menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang yang meninggal 

sebelum berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (memberikan) 

sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.
8
 Ibn Hazm 

menguatkan kesimpulannya dengan berdasarkan pada Q.S Al Baqarah (2) ayat 

180-181 yang berbunyi : 

                         

                            

                      

 

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang 

diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua 

dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah 

                                                           
7
 Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di 

Indonesia (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , h. 148. 
8
 Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap 

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 134 
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mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang 

mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
9
 

 

Ibn Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut menunjuk tentang wajibnya 

wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu 

sebab sehingga mereka tidak memperoleh bagian warisan. Surah al-Baqarah 

ayat 180 tidak ada nash yang menghapus hukumnya. Ayat itu jelas sekali 

menjelaskan wasiat kepada orang tua. Tidak ada ahli waris seseorang yang 

paling dekat selain kedua orang tua. Mereka telah diistemawakan dengan 

disebutkan dalam ayat itu karena mereka pantas untuk menerima wasiat. 

Kemudian tema itu bersifat menjadi umum. Allah SWT berfirman…. Dan 

kepada karib kerabat karena kerabat memiliki pengertian umum meliputi ahli 

waris dan bukan ahli waris.
10

 

Menurut Ibn Hazm Wajib atas setiap muslim untuk berwasiat kepada 

kerabatnya yang tidak mewarisi, baik karena sebagai budak atau kekufuran, 

ataupun karena ada orang yang menghalangi mereka dari mendapatkan 

warisan, atau karena mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk 

mereka sesuai dengan ketulusannya, tidak ada batasan dalam hal itu.
11

 

Bila si ahli waris tidak melakukan itu, maka ahli waris diberi, dan itu 

dianjurkan, sesuai dengan apa yang dipandang oleh para ahli waris atau 

pelaksana wasiat. Bila kedua ibu-bapaknya atau salah satunya di atas 

kekufuran, atau sebagai budak, maka itu juga wajib atasnya untuk berwasiat 

                                                           
9
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT. 

Sygma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2 
10

 Ja‟far Subhani, “Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih” (Cet. II; Jakarta: PT 

Lentera Basritama, 2002)., h. 216. 
11

 Andi, Amir, “Terjemahan Al-Muhalla” (Jilid 12; Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)., h. 

443. 
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untuk mereka berdua atau salah satunya bila yang lainnya tidak demikian. Bila 

dia tidak melakukan itu maka yang bersangkutan diberi atau kedua-duanya 

diberi dari harta itu, dan itu harus. Kemudian setelah itu berwasiat sesuai 

kehendaknya.
12

 

Bila dia berwasiat untuk tiga orang dari saudaranya tersebut maka itu 

sah. Saudara adalah orang-orang yang nasabnya bertemu dengan si mayit pada 

ayah, yang bisa diketahui dengan itu bila dinasabkan. Dan dari pihak ibu juga 

demikian, yaitu orang yang bertemu dengan ibunya di dalam nasab ayahnya 

yang dapat dikenal dengan itu bila dinasabkan kepadanya. Karena secara 

bahasa mereka itu adalah kaum kerabat. Tidak boleh dikesampingkan sebutan 

kerabat dari mereka tanpa berdasarkan dalil. 

Jadi ini adalah kawajiban sebagaimana yang kita dengar. Maka keluar 

darinya kedua ibu-bapak dan kerabat yang mawarisi. Dan tersisa orang yang 

tidak mewarisi dari mereka atas kefardhuan ini. 

Karena ini hak yang wajib bagi orang yang berwasiat, dan telah wajib 

bagi mereka dari hartanya satu bagian yang diwajibkan pengeluarannya bagi 

yang diwajibkan untuknya bila dia dizhalimi, dan tidak diperintahkan untuk 

mengeluarkannya, dan bila dia berwasiat untuk orang yang diperintahkan 

maka tidak dilarang dari berwasiat untuk selain mereka, dan setelah itu dia 

boleh berwasiat apa pun yang dia suka. 

                                                           
12

 Ibid., 443 
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Orang yang berwasiat untuk tiga kerabat maka dia telah berwasiat untuk 

karib kerabat. Ini pendapat segolongan salaf.
13

 Diriwayatkan kepada kami dari 

jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, keduanya dari Abdullah bin 

Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk suatu kaum 

dan menyebut nama mereka serta mengesampingkan kerabatnya yang 

membutuhkan, maka wasiat itu ditarik dari mereka dan dikembalikan kepada 

kaum kerabatnya. Bila di kalangan keluarganya tidak ada orang-orang fakir, 

maka untuk orang-orang fakir, siapa pun mereka."
14

 

Maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 

pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah dalam kitab Al Muhalla 

tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di 

tuliskan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Pemikiran Ibnu 

Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al Muhalla” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar Penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka 

penulis membatasi penulisan mengenai bagaimana pemikiran Ibnu Hazm 

tentang wasiat wajibah, dan analisa terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang 

wasiat wajibah dalam kitab Al Muhalla. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

                                                           
13

 Ibid., 444  
14

 Ibid., 442 
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1. Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab 

Al-Muhalla? 

2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Wasiat Wajibah 

Dalam Kitab Al-Muhalla? 

D. Tujuan Penelitian 

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan adalah untuk mengetahui 

jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang 

dimaksud adalah: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wasiat 

Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm 

Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kitab Al-Muhalla. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, 

menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya. 

3. Memberikan sumbangan kepada mahasiswa atau siapa saja yang.  konsen 

dengan penelitian ini. 

4. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum 

(S.H) di Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Defenisi Wasiat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wasiat adalah pesan 

terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal, biasanya 

berkenaan dengan harta kekayaan atau hal-hal penting lainnya.
15

  

Menurut analisis bahasa, maka kata wasiat berarti membuat wasiat 

atau berwasiat atau dipakai pula terhadap sesuatu yang diwasiatkan 

pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surah Al 

Maidah ayat 106 yang berbunyi: 

                          

                 

                     

                        

       

Artinya ; “Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, 

apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-

tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang 

adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu 

dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu 

ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar 

bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan 

dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak 

                                                           
15

 Tim Penyusun KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 2016). https://kbbi.web.id/wasiat 

https://kbbi.web.id/wasiat
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menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu 

kami termasuk orang-orang yang berdosa.”16  

 

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik 

berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima 

wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang 

berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan 

dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu di mulai setelah orang 

yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.
17

 

 Wasiat adalah suatu keinginan seseorang yang disampaikan secara 

lisan atau tertulis kepada keluarga atau orang yang dipercaya mengenai 

harta bendanya menjelang kematiannya. Wasiat diambil dari kata bahasa 

Arab, Wasaitu syausyihi bermakna ausaltuhu (aku menyampaikan 

sesuatu). Orang yang berwasiat menyampaikan pesan di waktu hidupnya, 

untuk dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam buku kitab 

Fiqh al-sunnah karangan Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa wasiat, 

menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa 

harta, piutang dan manfaat, dengan ketentuan penerima menjadi pemilik 

mutlak dari apa yang diberikan oleh pewasiat.
18

 

 Wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang sebelum 

meninggal dunia, keinginan itu biasanya diucapkan pewaris pada saat 

pewaris mengalami sakit-sakitan dan sudah ada tanda-tanda kematian, 

keinginan terakhir biasanya meliputi perintah untuk menyerahkan amanah, 

                                                           
16

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT. 

Sygma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2 
17

 Zakiyah Daradjat, Ibnu Fiqh (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 161 
18

 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung; Al-Ma‟rif, 1987), h. 353. 
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sumbangan kebaikan, mendidik anak, memandikan mayit, dan membagi 

hartanya. Wasiat adalah pesan melaksanakan sesuatu yang baik setelah 

seseorang meninggal dunia. Secara etimologis, ahli hukum islam 

menganggap wasiat sebagai hak milik, yang dipercayakan kepada 

seseorang setelah meninggalnya pewasiat melalui jalan kebaikan tanpa 

menuntut imbalan atau tabrru. Pengertian ini tentu membedakan antara 

wasiat dan hibah, yang mana hibah adalah pemberian seseorang yang bisa 

diterima saat itu juga, berbeda dengan wasiat yang penguasaannya bisa 

dimiliki setelah meninggalnya si pewasiat.
19

 

2. Wasiat Wajibah Menurut Para Ulama 

Menurut para ulama empat madzhab, wasiat wajibah adalah wasiat 

yang berhubungan dengan titipan-titipan dan hutang-hutang yang tidak 

teridentifikasi yang jika tidak dilaksanakan akan mensia-siakan hak-hak 

Allah, maka wasiat itu wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan tidak 

sakit sehingga menjadi tidak terabaikannya hak-hak manusia dengan 

kematiannya sewaktu-waktu.
20

 

Dalil pokok tentang kewajiban berwasiat adalah surah Al-Baqarah 

180: 

                           

                  

Artinya :”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 

                                                           
19

 Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia. h. 59  
20

 Zakiyah Daradjat, Op.Cit, h. 150. 
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berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma‟ruf, (ini 

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
21

 

Dalam menafsirkan ayat ini ulama memberikan penekanan pada 

empat hal yaitu: 

a. Kewajiban berwasiat. 

b. Jumlah harta yang dimiliki yang diwajibkan wasiat tersebut. 

c. Keluarga yang berhak menerima wasiat. 

d. Waktu wasiat. 

Para ulama sepakat bahwa lafadzh “kutiba” dalam ayat di atas pada 

dasarnya menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena 

ada beberapa qarinah (indikator) yaitu: 

a. Adanya ayat-ayat tentang kewarisan yang telah menentukan hak dan 

bagian kewarisan orang tua dan anggota kerabat lainnya. Dengan 

adanya ayat-ayat ini maka berwasiat kepada orang tua dan kerabat 

lainnya menjadi tidak relevan lagi. 

b. Sebuah hadits yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli 

waris yang berbunyi: 

 ُ ِ ضَلَّه إللَّه نِّّ لتََحْتَ نََكةَِ رَسُولِ إللَّه
ِ
هُ  ػيَََّه لؼَُاهُاَ غَنْ أَوسَِ بْنِ مَالٍِِ كاَلَ إ َ سيَ ِ هَ  ػيَهَِْ  سَسَ

َ كدَْ أَغْطَى كُُه ذِي حَقٍّ حَلهُ  أَلََ لََ سَضِههةَ لِوَإرِثٍ  نه إللَّه
ِ
 فيََمِؼْتُُ  يلَُولُ إ

Artinya :“Dari Anas bin Malik ia berkata; "Sesungguhnya aku 

sedang berada di bawah unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi masing-masing orang akan 

haknya, ingatlah tidak ada harta wasiat bagi ahli waris”
22

 

                                                           
21

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: PT. 

Sygma Examedia Arkanleema, 2020), Cetakan ke 2 
22

 Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy‟ats al-Sajastani, Sunan Abu Dawud 

(Bairut: Dar al-Fikr, 1990), h. 656. 
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c. Kenyataan bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak memberikan 

(meninggalkan) wasiat untuk kerabatnya. 

Berdasarkan ketiga qarinah ini jumhur ulama berpendapat bahwa 

ayat di atas tidak bisa lagi di pahami secara harfiyah. Kata kutiba tersebut 

tidak lagi diartikan dengan wajib, malah sebaliknya berdasarkan hadits 

diatas, tidak sah berwasiat untuk ahli waris (orang yang menerima hak 

sebagai ahli waris). Sekiranya wasiat untuk ahli waris ini tetap dibuat, 

maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan dan dianggap batal karena 

hukum. Lebih jauh dari itu sebagian dari mereka berpendapat surah al-

Baqarah ayat 180 tersebut telah dinaskh oleh ayat-ayat kewarisan lain yang 

ada dalam al-Quran, bahkan ada juga yang berpendapat ayat ini dinaskh 

oleh hadits di atas karena hadits itu cukup luas periwayatannya hampir 

mencapai tingkat mutawatir. 

Dalam mazhab Abu Hanifah jika sebuah wasiat yang berkenaan 

dengan pelunasan zakat atau kewajiban seseorang yang ada kaitannya 

dengan harta, maka ini bentuk wasiat yang diwajibkan di dalam agama.
23

 

Munculnya istilah wasiat wajibah merupakan proses dari ijtihad 

ulama. Karena pembahasan tentang wasiat wajibah merupakan hal baru 

dalam fiqih waris islam. Tidak ada ditemukan konsep wasiat wajibah masa 

Rasulullah SAW.  

Sejumlah ulama fiqih mengamini pemberian wasiat bagi ahli waris 

yang tidak mendapatkan warisan. Riwayat ini berasal dari tabi‟in dan 

                                                           
23

 Rafiq, Op.Cit. h. 35 
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ulama hadist, yaitu Sa‟id bin Musayyab, Al Hasan Al Basri, Thowus, 

Imam Ahmad, Daud Adz-Zhahiri, Imam Thobari, Ishak bin Rohawaih dan 

Ibnu Hazm. Ahmad Muhyiddin „Ajuz menjelaskan bahwa keturunan 

pewaris yang tidak mendapatkan warisan, namun mereka sangat layak 

untuk dibantu, maka makna umum dari surah An-Nisa ayat 7 sudah bisa 

menjadi dalil memberikan sesuatu kepada mereka. Sedangkan 

Zamakhsyari menguraikan bahwa pada waktu pembagian warisan 

dilakukan, maka sunnah hukumnya memberikan pemberian bagi kaum 

kerabat yang tidak mampu ketika mereka hadir. 

Terlepas dari polemik yang muncul, para ulama memberikan 

sejumlah syarat dalam pelaksanaan wasiat wajibah; 

a. Penerima wasiat wajibah adalah furu‟ waris atau keturunan si mayit. 

b. Penerima wasiat wajibah bukan penerima warisan. 

c. Penerima wasiat wajibah belum pernah menerima berupa pemberian 

dari si kakek. 

d. Ukuran wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3.
24

 

Imam mazhab empat, golongan Zaidiyah dan juga golongan 

Imamiyah berpendapat bahwa hukum wasiat tidaklah wajib bagi setiap 

orang yang meninggalkan harta. Sekalipun terhadap kedua orang tua dan 

para kerabat yang tidak menerima warisan.
25

 

                                                           
24

 Muhammad Thoha Abu Al‟Ala Khalifah, Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah ,  

Kairo Dar Al Salam. 2005. h. 632. 
25

 Muhammad Andurrahim al-kisyka, Al Miras al-muqaran. (Cet. III Baqdad: Daran-

Nazir, 1969). h. 109. 
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Jadi dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa menurut 

kebanyakan ulama, hukum wasiat adalah tidak wajib, karena kewajiban 

berwasiat telah dihapus oleh system kewarisan. Oleh karena itu hukum 

wasiat menjadi sunnah. 

Selanjutnya dalam menentukan hukum sunnah tentang wasiat, 

kebanyakan fuqaha mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi yang 

diriwayatkan oleh imam Bukhari dan berikut ini: 

ءٌ يوُصَ  ٍ لََُ شََْ َِ َ كاَلَ مَا حَقُّ إمْرئٍِ مُيْ هَ ُ ػيَهَِْ  سَسَ ِ ضَلَّه إللَّه رَ أَنه رَسُولَ إللَّه  غَنْ إبنِْ عَُُ

لَه سَسَضِههتُُ  مَكْتُوبةٌَ غِنْدَهفِيِ  يبَِيتُ لهَْيتَيَِْْ 
ِ
 إ

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Tidak ada hak atas seorang muslim yang 

mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, untuk bermalam selama dua 

malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.”
26

 

 

Jika hadist tersebut dikaitkan dengan kitab disyari‟atkannya wasiat 

sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 180 juga tentang ayat-

ayat kewarisan yang salah satunya telah disebutkan di atas, maka 

kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukum wasiat adalah tidak wajib, 

khususnya untuk kerabat dekat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum, 

maka hukum wasiat bisa bermacam-macam. Ada kalanya hukum wasiat 

menjadi wajib apabila wasiat itu ditujukan untuk membayar hutang 

mengembalikan barang titipan. Hukum wasiat menjadi sunnah apabila 

wasiat tersebut ditujukan kepada para kerabat yang tidak menerima 

warisan atau untuk berbuat kebajikan secara umum. Hukum wasiat 

menjadi mubah apabila wasiat tersebut ditujukan untuk saudara dan para 

                                                           
26

 Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar 

Thuqun Najah: t.th) Juz 4 h. 2 



16 

 

kerabat yang kaya. Dan juga ada kalanya hukum wasiat menjadi haram 

apabila ditujukan untuk kejelekan dan kemaksiatan. 

Sebagai tindak lanjut dari pendapat-pendapat sebagaimana di atas, 

para fuqaha tidak membatasi tentang kepada siapa saja kebolehan wasiat 

itu, asalkan dengan syarat orang menerima wasiat tersebut mempunyai 

kecakapan dalam memegang harta, di samping dia bukan termasuk ahli 

waris. 

Wasiat wajibah menurut imam Hanafi adalah tidak diwajibkan 

secara umum, kecuali dalam kasus tertentu dimana hak seseorang tidak 

dapat terpenuhi kecuali melalui wasiat, seperti pelunasan hutang atau 

kewajiban yang belum ditunaikan.
27

 

Mazhab Hanafi tidak mewajibkan wasiat untuk kerabat yang bukan 

ahli waris. Dalam hukum perdata Afghanistan yang mengikuti mazhab 

Hanafi, wasiat wajibah diakui dalam kasus khusus, misalnya untuk cucu 

yang orang tua nya (anak dari pewaris) telah meninggal lebih dulu, 

sehingga tidak bisa mewarisi secara langsung. Ini adalah pengecualian 

berdasarkan hukum tertentu, bukan aturan umum Hanafi. 

Penting dicatat bahwa konsep "wasiat wajibah" sebagaimana 

dipahami dalam konteks modern (khususnya untuk cucu yang terhalang 

dan ahli waris beda agama) tidak secara eksplisit ditemukan dalam kitab-

kitab fiqih Hanafi klasik. Konsep wasiat wajibah untuk cucu yang tidak 

mendapat warisan lebih dikembangkan oleh Ibn Hazm  

                                                           
27

 Al-Sarakhsi, Shams al-Din. Al-Mabsut. 30 jilid. Beirut: Dar al-Ma'rifah. h. 55 
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Dalam mazhab Hanafi, isu-isu terkait pembagian harta lebih 

ditekankan pada prinsip keadilan dalam pemberian hadiah, dimana ayah 

harus membagi hadiah secara merata di antara semua anak, baik laki-laki 

maupun perempuan, karena kesetaraan dalam pemberian hadiah mengarah 

pada harmoni dan meningkatkan kasih sayang.
28

 

Wasiat wajibah menurut Imam Hambali adalah hukum wasiat 

bersifat sukarela (tathawwu') dan tidak wajib, kecuali jika diwasiatkan 

secara tegas oleh si pewaris semasa hidupnya. Wasiat tidak wajib kecuali jika 

telah diucapkan/dijanjikan secara pasti oleh pewaris. Ahli waris tidak berhak 

menerima wasiat, anak angkat, cucu dari anak yang telah wafat (jika tidak 

ada wasiat) tidak otomatis mendapat bagian kecuali diwasiatkan (dalam 

batas 1/3 harta), dan ini tidak wajib menurut Hambali.
29

 

Menurut Imam Yusuf Al Qaradawi adalah wasiat wajibah dapat 

digunakan sebagai solusi sosial dan kemanusiaan untuk mencegah 

ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem waris, terutama untuk cucu 

dari anak yang telah wafat lebih dulu daripada orang tuanya (pewaris). 

Adapun pandangan Imam Al Qaradawi tentang wasiat wajibah 

adalah Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam konteks sosial modern, 

cucu dari anak yang meninggal sebelum orang tuanya sering mengalami 

ketidakadilan, karena mereka tidak mendapatkan bagian waris jika tidak 

ada wasiat dari pewaris. Oleh karena itu, menurutnya, negara dapat 

                                                           
28

 Al-Kasani, 'Ala' al-Din. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'. Beirut: Dar al-Kutub al-

'Ilmiyyah. h. 72 
29

 Ibn Qudamah, al-Mughni, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid 6, h. 55-58. 
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menetapkan wasiat wajibah sebagai bentuk siyasah syar‟iyyah (kebijakan 

syariah) untuk menjamin keadilan sosial.
30

 

Dalam bukunya, al-Qaradawi menyetujui penerapan hukum wasiat 

wajibah seperti yang dilakukan di Mesir, yang memberikan hak kepada 

cucu (dari anak yang telah wafat) sebesar maksimal 1/3 dari harta, jika 

pewaris tidak meninggalkan wasiat untuk mereka. Jika sudah ada wasiat, 

maka bagian mereka ditutupi dari wasiat itu. Jika tidak ada, maka wajib 

diberikan sebagai bentuk wasiat wajibah. 

3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah 

Wasiat Wajibah Secara khusus ketentuan tentang wasiat wajibah 

merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-

Baqarah. Dari ayat inilah muncul perbedaan pendapat di antara 2 

kelompok ulama, sebagian ulama dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-

Baqarah ini berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) 

yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap 

ada dan diberlakukan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa 

ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan. 

Namun secara umum, ada beberapa legalitas yang mendukung 

dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah. Diantaranya dengan Al-

Quran dan Al-Hadits, sebagaimana yang akan disampaikan berikut :  

 

 

                                                           
30

 Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, Muassasah al-Risalah, Jilid 2. 
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a. Dasar legitimasi dari Al-Qur‟an. 

1) QS. Al-Baqarah ayat 180.  

                     

                      

 

Artinya :”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang 

banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara 

ma‟ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
31

 

 

2) QS. An-Nisaa‟ ayat 11. 

ُّوْصِِْ هِآَ إَسْ دَيْنٍ    …مِنْْۢ بؼَْدِ سَضِههةٍ ي
 

Artinya : “ (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi 

wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya..”
32

 

 

3) QS. Al-Maidah ayat 106. 

                      

                    

                  

                       

               
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aynitrA :”Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara 

kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu 

(tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua 

orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu 

(nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa 

musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah 

kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, 

“Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini 

walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan 

kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk 

orang-orang yang berdosa.”
33

 

b. Dasar legalitas dari Hadist 

1) Hadist Riwayat Bukhari. 

َ كاَلَ مَا هَ ُ ػيَهَِْ  سَسَ ِ ضَلَّه إللَّه ٍ لََُ  غَنْ إبْنِ عَُُرَ أَنه رَسُولَ إللَّه َِ حَقُّ إمْرئٍِ مُيْ

لَه سَسَضِههتُُ  مَكْتُوبةٌَ غِنْدَه
ِ
ءٌ يوُصَ فِيِ  يبَِيتُ لهَْيتَيَِْْ إ  شََْ

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Tidak ada hak atas seorang muslim yang 

mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, untuk bermalam selama 

dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya.”
34

 

 

2) Hadist Riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. 

جَُ   نه إلره
ِ
َ كاَلَ إ هَ ُ ػيَهَِْ  سَسَ ِ ضَلَّه إللَّه لهََؼْمَُ  غَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ غَنْ رَسُولِ إللَّه

إنِ فِِ إلوَْضِههةِ فتَجَِبُ  هَُُا إلمَْوْتُ فيَُضَاره ضُُُ نةًَ ثُُه يََْ تِّيَْ س َ ِ س ِ سَإلمَْرْأَةُ بِطَاػةَِ إللَّه

لهَُمَا إلنهارُ ثُُه كرََأَ ػيَََّه أَبوُ هُرَيرَْةَ مِنْ بؼَْدِ سَضِههةٍ يوُصَ هِاَ أَسْ دَينٍْ غيََْْ مُضَارٍّ 

لََ كوَْلَِِ ذَلَِِ إلفَْوْزُ إلؼَْظِيُ  سَضِههةً 
ِ
ِ إ  مِنْ إللَّه

Artinya : “Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu „alaihi 

wa Sallam ia bersabda: “Sesungguhnya seorang laki-laki yang 

benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar 

taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya 

menemui ajalnya sedang keduanya menyulitkan menyulitkan dalam 

masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka”. Kemudian 

Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat “…sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat. (Allah menetapkan yang 
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demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah…” 

sampai ayat “…yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang 

besar”.
35

 

 

Dari dua legalitas ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, maka dapat 

dipahami bahwa wasiat wajibah merupakan suatu ketentuan yang 

terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya. Karena semua dalil yang 

dikemukakan tadi mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan 

dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Secara umum, wasiat ini juga 

terlegitimasi oleh ijma‟. Walaupun yang dimaksudkan adalah pensyariatan 

wasiat bukan wasiat wajibah, namun hal ini juga ikut masuk ke dalamnya 

yang memberikan adanya pemberlakuannya kepadanya. 

4. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Hukum wasiat telah diformulasikan ke dalam Kompilasi Hukum 

Islam, termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209 

Kompilasi Hukum Islam, di mana secara yuridis formal adalah Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-

undang, padahal dalam asas maslahat bahwa sistem peradilan di Indonesia 

hakim terikat oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran Ijtihad 

sebagai wujud bahwa hakim harus bersifat progresif, sehingga dari sudut 

hierarki peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam tidak 

memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada 

Peradilan Agama, kecuali para Hakim Agama di tingkat Pertama, tingkat 

Banding, dan Kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun 
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semangat untuk selalu merujuk Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar 

pertimbangan putusannya. 

 Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya law and rule 

dalam praktiknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai 

sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan 

setiap perkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Ismail Suny 

berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan 

sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan 

Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah 

Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkata yang menjadi 

kewenangan peradilan agama di Indonesia.
36

 

 Kompilasi Hukum Islam juga membahas tentang anak angkat yang 

jelas bukan memiliki kekerabatan apapun sekalipun jauh. Mereka akan 

mendapat bagian wasiat wajibah. Sebagaimana dalam Pasal 209 ayat (1) 

dan ayat (2) berbunyi/: 

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang 

tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 
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b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya.
37

 

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits 

Sa‟ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa‟ad bin Abi Waqash, 

sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, “Saya mempunyai 

harta banyak akan tetapihanya memiliki seorang perempuan yang 

mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini”. Rasulullah 

menjawab, jangan.‚seperdua? tanya Sa‟ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi 

dengan‚ “Jangan”‚ “bagaimana jika sepertiga?” tanya Sa‟ad kembali. 

Dijawab Rasulullah: “Sepertiga (untuk shadaqah/wasiat), dan sepertiga 

itu banyak, karena kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya 

lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin serta menjadi beban 

orang lain”.
38

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

bahwa harta warisan anak angkat ataupun orang tua angkat harus dibagi 

sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku, yaitu dibagikan kepada 

orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang 

menjadi ahli warisnya. Maka menurut aturan ini orang tua angkat atau 

anak angkat tidak bisa mewarisi atau tidak dapat memperoleh harta 

warisan karena bukan ahli waris. Kemudian dalam Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) menjelaskan bahwa apabila orang tua angkat tidak memberi 

wasiat maka secara langsung dianggap telah meninggalkan wasiat yaitu 

berupa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkatnya yang 

besarnya maksimal 1/3 dari harta warisannya. Hal tersebut juga berlaku 

untuk anak angkat terhadap orang tua angkatnya.
39

 

Dalam penyelesaian masalah kewarisan sesuai hukum Islam secara 

teoritis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat, hal tersebut apabila merujuk pada ketentuan mengenai tata 

urut perudang-undangan dalam sistem hukum indonesia. Namun hal 

demikian berbeda dengan praktek di peradilan agama, karena dalam 

lingkup peradilan agama para hakim menggunakan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan 

pemeriksaan dan juga dalam menjatuhkan putusannya.
40

 

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur 

tentang wasiat wajibah dan menjadi dasar hukum keberadaan wasiat 

wajibah dalam sistem hukum waris Islam. Beberapa ketentuan yang dapat 

disimpulkan dari Pasal tersebut terkait wasiat wajibah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ketentuan terkait pihak yang berhak memperoleh wasiat wajibah. Ada 

2 pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, yaitu anak angkat 

dan orang tua angkat. 
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b. Ketentuan terkait syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima wasiat 

wajibah. Berdasarkan ketenua tersebut, bahwa anak angkat dan orang 

tua angkat sebagai pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah 

secara nyata tidak atau belum pernah diberi wasiat oleh pewaris. Maka 

dalam hal ini, wasiat yang diperoleh bukan langsung dari pewaris 

tetapi diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah. Ketentuan 

mengenai bagian yang dapat diterima. Ketentuan bagian yang berahk 

diterima oleh anak angkat dan juga anak angkat yaitu maksimal 1/3 

bagian dari harta warisan pewaris. 

Wasiat wajibah merupakan perbuatan hukum yang wajib untuk 

dilakukan. Dalam proses pelaksanaannya, wasiat wajibah dilakukan oleh 

hakim atau lembaga yang berkompeten untuk memberikan harta warisan 

orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang tertentu yang bukan 

ahli waris.
41

 

Maka dengan demikian, menurut penulis, pemberian wasiat 

wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat merupakan peraturan 

yang sudah tepat dan relevan di Indonesia dengan dasar-dasar sosiologi 

(kedekatan psikologi antara anak angkat dengan orang tua angkat) yang 

telah dipaparkan di atas. Di Indonesia, anak angkat adalah anak yang 

secara sengaja diambil karena kepentingan orang tua angkat dan anak 

angkat itu sendiri, yakni pengganti anak kandung dalam tujuan kasih 

sayang. Oleh karena itu, wajar jika anak angkat memperoleh harta dari 
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orang tua angkat, dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, Al-Quran secara 

tegas telah melarang merubah nasab anak angkat kepada orang tua 

angkatnya. Akan tetapi pemberian wasiat wajibah dalam hal ini bukan 

berarti menisbatkan nasab baru terhadap anak angkat, melainkan sebagai 

pemberian hak dari harta warisan karena telah menjadi anak yang sah 

secara hukum dan dekat secara batin pada orangtua angkatnya.  

5. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibn Hazm 

a. Biografi 

Nama lengkap Ibn Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa‟id ibn 

Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abû Sufyan ibn Yazid. Dalam 

beberapa karangannya, seperti dalam kitab al Ihkam fi Ushul al 

Ahkam, ia sering menggunakan nama samaran Abû Muhammad. 

Namun di kalangan masyarakat luas ia lebih populer dengan nama 

Ibnu Hazm.
42

 

Ibn Hazm dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu  

menjelang matahari terbit di akhir bulan Ramadhan 384 H/7 November 

994 M. Keluarganya berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, 

kawasan lembah sungai Odiel di disterik Niebla, Spanyol. Menurut 

sebuah sumber, salah satu kakeknya yang bernama Yazid semula 

beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Bapaknya, Ahmad 

ibn Sa‟id mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak 

berdarah parsi bagi Yazid ibn Mu‟awiyah, saudara Mu‟awiyah ibn Abû  
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Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Hazm mempunyai andil dalam pendirian 

daulah Bani Umayyah di Spanyol. Dimana Khalaf, salah seorang 

kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama 

kali datang ke Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta 

Lisyam. Ahmad sendiri, ayah Ibnu Hazm pernah menduduki posisi 

penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al 

Mansyur dan Al Mudzaffar.
43

 

Melihat dari asal usul dan jabatan yang pernah dipegang oleh 

orangtuanya, jelas bahwa Ibn Hazm berasal dari keluarga elit aristokrat 

yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, 

wajarlah jika kemudian Ibn Hazm diarahkan oleh sang ayah untuk 

memperdalam ilmu agama, menghafal al Qur‟an, syair dan latihan 

menulis. Setelah melewati masa remajanya, Ibn Hazm melanjutkan 

pendidikannya pada majelis-majelis ilmu yang terdapat di masjid jami‟ 

Cordova. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama karena 

ketika Ibn Hazm berusia 14 tahun, Andalusia diguncang oleh prahara 

politik yang tak berkesudahan sehingga berdampak pula pada jabatan 

ayahnya sebagai wazir.
44

 

Ibn Hazm kemudian menetap di Jativa dan mulai menorehkan 

karya perdananya yakni Thaugh al Hamanah, yang berisikan tentang 

autobiografinya yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik yang 

dialaminya. Ibn Hazm sempat kembali ke dunia politik, akan tetapi 
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tidak bertahan lama. Kemudian ia kembali menekuni bidang ilmiah, 

menulis dan mengajar. Ibn Hazm wafat di kampung halamannya di 

Manta Lisyam pada tanggal 25 Sya‟ban  tahun 456 H/ 15 Agustus1064 

M dalam usia 70 tahun. 

b. Pendidikan , Guru dan Murid Ibn Hazm 

1. Pendidikan Ibn Hazm 

Ibn Hazm pernah mempelajari dan menganut madzhab maliki, 

madzhab yang dianut oleh mayoritas umat islam di Spanyol dan 

merupakan madzhab resmi Negara saat itu. Akan tetapi tidak lama 

kemudian ia beralih ke madzhab Syafi‟i, meskipun tidak ada 

seorangpun diantara gurunya yang bermadzhab Syafi‟iyah. Data-data 

literatur yang ada tidak menjelaskan latar belakang kecondongannya 

kepada madzhab Syafi‟iyah ini. Akan tetapi menurut analisis Abû  

Zahrah, hal itu tidak terlepas dari pengaruh peninggalan literatur dalam 

madzhab Syafi‟iyah, disamping faktor internal pada diri Ibn Hazm 

sendiri yang cenderung berpikiran netral, liberal dan kritis, tidak mau 

terikat dengan suatu madzhab tertentu. Terakhir Ibn Hazm tercatat 

sebagai penganut madzhab Dhahiri, diduga atas pengaruh gurunya, 

Abû  Khiyar. Madzhab ini tampaknya lebih cocok untuk pribadi Ibn 

Hazm yang cenderung berpikiran netral dan independen, dan tidak mau 

terikat oleh madzhab tertentu, melainkan hanya mengikuti nash, 

dengan berpedoman pada pengertian literalnya. 
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Ibn Hazm menjelaskan bahwa jika kita meneliti atau mencari 

sesuatu yang ada diluar dhahir nash al Qur‟an maupun sunah, hal 

tersebut belum sempurna dan bahkan tidak akan mampu menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai contoh, jika 

menggunakan Qiyas maupun maslahah, maka itu berarti mencari 

pembenaran kepada selain al Qur‟an maupun sunah.
45

 Alasan lainnya 

adalah karena beliau membenci taklid dan senantiasa menganjurkan 

untuk berijtihad, sebab menurutnya manusia diberi akal oleh Allah 

supaya digunakan untuk berfikir. Dari sinilah kemudian muncul 

pertanyaan baru, mengapa beliau menjatuhkan pilihan untuk 

bermadzhab sementara ia sangat membenci taklid. 

Lebih dari itu, Ibn Hazm semasa hidupnya telah berusaha 

sekuat tenaga untuk menyebarkan madzhab literalis di Spanyol, disaat 

sinar madzhab itu sendiri di tanah kelahirannya sudah mulai padam. 

Akan tetapi usahanya itu tidak boleh dikatakan tidak membuahkan 

hasil secara optimal seperti yang ia harapkan, sebab reaksi dari ulama- 

ulama disana saat itu cukup kuat. Namun demikian jasanya terhadap 

madzhab literalis ini cukup besar diantaranya ialah: 

Pertama, ia telah menjadikan tempat tinggalnya sebagai markas 

penyebaran madzhab ini serta mengkader beberapa muridnya 

meskipun dalam jumlah yang terbatas. Murid-muridnya ini menerima 

ilmu fikih, hadits dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mereka inilah yang 
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kemudian hari mendakwah madzhab literalis dengan gigih dan ikhlas. 

Kedua, ia telah membukukan dasar-dasar madzhab tersebut serta 

membandingkannya dengan madzhab-madzhab lainnya dalam 

berbagai karya ilmiahnya.
46

 

Dengan demikian, maka madzhab literalis tidaklah mati dengan 

matinya Ibn Hazm.Murid-murid serta kitab-kitab karyanya menjadi 

saksi dan penerus perjuangannya untuk membela dan mempertahankan 

madzhab literalis ini. Meskipun pada saat ia meninggal tidak berhasil 

merekrut dan mengajak pengikut yang banyak, namun berkat jasanya 

madzhab ini berhasil dikenal oleh para ulama. Ketiga anak lelakinya 

diantaranya tercacat sebagai penerus perjuangan ayahnya yaitu Abû 

Rafi‟ al Fadl (479 H), Abû Usmah Ya‟qub dan Abû Sulaiman al 

Mash‟ab.Selain itu, muridnya yang bernama Abû Abdillah Muhammad 

ibn Abi Nashr al Humaidi (420-488 H) menyebarkan madzhab ini ke 

Timur setelah Ibn Hazm meninggal dunia. Di Spanyol sendiri tokoh-

tokohnya antara lain ialah Abû al Khathab Majd al Din ibn „Umar ibn 

al Hasan (673 H) yang pindah ke Mesir pada masa pemerintahan 

dinasti Ayubiyah dan menetap disana sampai akhir hayatnya. 

2. Guru Ibn Hazm 

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin 

Muhammad bin al Jazwar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang 

logika adalah Muhammad bin al Hasan al-Madzhaj yang dikenal 
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dengan sebutan Ibnu al-kattani yang dikenal sebagai seorang penyair, 

ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangan lainnya seperti di 

bidang kedokteran, yang dipandang sebagai karya bernilai tinggi, atau 

dibidang filsafat yang dipandang sebagai karya termansyur, bagus, 

bernilai tinggi, dan bermanfaat.
47

 

Guru-guru Ibnu Hazm lainya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni 

dan Abdullah bin Yusuf bin Nami, Mas‟ud bin Sulaiman bin Maflat 

Abu al- Khayyar. Dari guru ini, Ibnu Hazm menerima pendapatnya 

tentang mazhab azh-Zhahiri sehingga ia menjadi pemimpin tunggal 

mazhab ini. Ibnu Hazm belajar Logika dan Kalam dari Abu al-Qasim 

Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Dan selain guru-guru di atas, 

Ibnu Hazm memiliki banyak guru dan menerima hadis, syari‟ah, dan 

sastra dari para guru di Cordova. Karenanya, saat itu Cordova dipenuhi 

para ulama besar. 

3. Murid Ibn Hazm 

Murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu 

Nashr Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi, sebagian 

dari murid-murid khusus Ibnu Hazm adalah al- Qadhi Abu al-Qasim 

Sa‟id bin Ahmad al-Andalusia, Abu Muhammad Abdullah bin 

Muhammad bin al-Arabi di mana muridnya, Muhammad bin 

Tharkhan.
48

 

                                                           
47

 Mahmud Ali Himayah, Op. Cit. h. 59. 
48

 Ibid., 60. 



32 

 

Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah Negara timur 

oleh anaknya, Abu Rafi‟ yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu 

Usamah Ya‟qub dan Abu Sulaiman al-Mush‟ab. Mereka adalah 

murid-murid Ibnu Hazm paling menonjol yang belajar darinya dan 

mendapat pengaruh darinya. 

c. Karya-Karya Ibn Hazm 

- Al-Fashl fi Al-Milal Wan-Nihal, tentang Teologi. 

- Al-Muhalla fi Syarh Al-Muhalla, tentang Fiqih. 

- Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, tentang Ilmu Ushul. 

- Jawami‟ As-Sirah An-Nabawiyah, tentang Sirah Nabi Muhammad SAW. 

- Jamharat Ansab Al-Arab, tentang silsilah bangsa Arab. 

- Al-Maratib al-Ijma‟, tentang Fiqih. 

- An-Nasikh Wal Mansukh Fil Qur‟anil Karim, tentang Nasakh dan 

Mansukh. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Jurnal Annur Rochim F. Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn 

Hazm, Personal Status Mesir, dan Kompilasi Hukum Islam).
49

 Jurnal ini 

membahas tentang perbandingan pemikiran Ibn Hazm dengan wasiat 

wajibah yang ada di Mesir dan kompilasi hukum islam. Jurnal ini juga 

membahas wasiat wajibah menurut Undang-Undang Wasiat Mesir. 

Sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus membahas tentang pemikiran Ibn 
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Hazm dalam kitab Al-Muhalla dan analisa Ibn Hazm tentang wasiat 

wajibah dalam kitab Al-Muhalla. 

2. Skripsi Juandi, Wasiat kepada Ahli Waris Dalam Pandangan Ibn Hazm 

Dan Muhammad Syahrur.
50

 Skripsi Syahrur ini membahas tentang wasiat 

kepada ahli waris nya saja menurut Ibnu Hazm dan Muhammad Syahrur. 

Sementara itu pada penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu 

Hazm tentang wasiat wajibah dan Istinbath Hukum yang Ibnu Hazm 

pakai. 

3. Skripsi Angga Choirur Rizal Siahaan, Wasiat Wajibah Terhadap Anak 

Angkat Dalam Hukum Islam (Perspektif Ibnu Hazm). Skripsi ini hanya 

membahas tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pandangan 

Ibnu Hazm. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu 

Hazm, rukun syarat wasiat wajibah, istinbath hukum yang ibnu Hazm 

pakai dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap pembentukan hukum 

di Indonesia.
51

  

4. Jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugraheni, Hani‟ah Ilhami, Dan 

Yulkarnain Harahap yang berjudul “Pengaturan Dan Implementasi 

Wasiat Wajibah Di Indonesia”.
52

 dengan kesimpulan bahwa 1) Ketentuan 

wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku Imperatif bagi 

hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Orangtua angkat 
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dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah apabila belum 

menerima wasiat dari pewaris. 2) Kaidah umum wasiat berlaku pada 

wasiat wajibah, namun jika menyangkut besarannya hakim melakukan 

penemuan hukum dan menggunakan metode berijtihad istihsan demi 

terwujudnya keadilan. 

Sedangkan skripsi ini membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm, rukun 

syarat wasiat wajibah, istinbath hukum yang ibnu Hazm pakai dan 

implikasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap pembentukan hukum di 

Indonesia. 

5. Skripsi Abdul Rahman Malik, "Wasiat Wajibah dalam Pandangan Ibn 

Hazm: Kajian Terhadap Dasar Hukum dan Implementasinya".
53

 Skripsi 

ini hanya membahas tentang dasar hukum wasiat wajibah dan mekanisme 

pelaksanaan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm. Sedangkan skripsi ini 

membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm, rukun syarat wasiat wajibah, 

istinbath hukum yang ibnu Hazm pakai dan implikasi pemikiran Ibnu 

Hazm terhadap pembentukan hukum di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka (library research). 

Penelitian ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode ini merujuk dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.  

Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai 

metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. 

Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam 

(indepth analysis).
54

 

 

B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti 

permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh 

penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam ini penulis 

menggunakan kitab karya Ibnu Hazm “Al-Muhalla” sebagai sumber data 

primer. 
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2. Sumber Data Sekunder. 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh penulis dari 

berbagai sumber yang telah ada. Penulis mengumpulkan literatur lain 

untuk menunjang Kitab-kitab pokok dalam data primer. 

3. Sumber Data Tersier 

Sumber data tersier adalah sumber yang merangkum atau 

mengindeks informasi dari sumber primer atau sekunder. Adapun sumber 

data tersier dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan peraturan yang 

berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini. 

 

C. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.
55

 

Untuk mengkaji pembahasan mengenai penelitian ini, penulis menggunakan 

metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis juga 

menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal 

maupun artikel yang relevan terhadap penelitian. 

 

D. Metode Analisa Data 

Metode Analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari 

sebuah proses penelitian menjadi sebuah inormasi yang bisa digunakan untuk 
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mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.
56

 Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang 

menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga 

membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas. 

Sedangkan, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 

menerapkan metode tersebut adalah dengan menganalisa, mendeskripsikan 

dan menilai yang terkait dengan permasalahan di atas yang berkaitan dengan 

pemikiran Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis akan menyusun 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup definisi wasiat, wasiat wajibah menurut 

para ulama, dasar hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah menurut 

KHI, Riwayat hidup dan Pendidikan Ibnu Hazm, serta penelitian  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana metode penulis 

dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian yang 
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digunakan, sumber data yang diperbolehkan, metode 

pengumpulan data serta metode analisa data dan sistematika 

penulisan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana pemikiran Ibnu Hazm 

tentang wasiat wajibah, metode istinbath hukum yang diterapkan 

oleh Ibnu Hazm, dan implikasi pemikiran Ibnu Hazm tentang 

wasiat wajibah terhadap pembentukan hukum di Indonesia.. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari pemaparan penjelasan yang telah penulis 

uraikan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Ibnu Hazm mengenai wasiat wajibah adalah bahwa wajib atas 

setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisi, 

baik karena sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang 

menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, atau karena mereka tidak 

mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai ketulusannya, tidak 

ada batasan dalam hal itu. Jumlah batasan harta yang diwasiatkan tidak 

lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh si pewasiat. 

2. Dalam menetukan hukum dari suatu perkara syar‟i cara yang digunakan 

oleh Ibn Hazm dalam melakukan istinbath hukum yakni dengan 

menggunakan tiga sumber, yaitu al Qur‟an, Hadis, Ijma‟. Dan apabila 

tidak ditemukan dalam ketiga sumber tersebut beliau menggunakan Dalil. 

Hanya saja dalam prakteknya Ibn Hazm memasukkan dalil ke dalam 

sumber hukum dan dalil sebagai sebuah sistem tersendiri dalam menggali 

hukum Islam, akan tetapi tetap tidak keluar dari frame nash al Qur‟an, 

Sunnah maupun Ijma‟, tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas 

dan Istihsan. 
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B. Saran 

1. Adapun kritik dan saran yang menjadi tilikan adalah mengingat wasiat 

wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut 

hukum maka diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk membuat 

peraturan yang progresif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa 

kini dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran para jumhur ulama 

seperti Ibnu Hazm. Konsep pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah 

dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan instrumen hukum waris 

islam yang lebih responsive terhadap keadilan sosial. Hakim di pengadilan 

agama dapat membuat penerapan konsep wasiat wajibah dalam kasus-

kasus pembagian warisan. 

2. Ibnu Hazm menerapkan pendekatan tekstualis yang sangat ketat dalam 

penetapan istinbath hukum islam yaitu : Al-Qur‟an, hadis, ijma‟, dalil 

khusus. Penting untuk mengkaji pendekatan Ibnu Hazm dalam konteks 

historis dan membandingkannya dengan ulama lain. Sikap Ibnu Hazm 

yang menganggap metode selain keempat sumbernya adalah bid‟ah 

menunjukkan kehati-hatian ekstrem dalam menjaga kemurnian syariat. 

Namun, pendekatan ini juga menciptakan kekakuan metodologis yang 

berpotensi menyulitkan penyelesaian masalah-masalah kontemporer yang 

tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks. 
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